BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi sejauh ini belum menunjukkan
peran yang maksimal dalam hal belum adanya Perdes yang melarang
pemasangan jebakan tikus beraliran listrik di lahan pertanian. Tindakan
yang dilakukan selama i sebatas dalam bentuk imbauan atau
sosialisasi oleh penyuluh pertanian dan perangkat desa, tanpa disertai
perangkat hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Padahal,
penggunaan jebakan listrik terbukti telah menimbulkan korban jiwa,
merusak ekosistem, dan berpotensi melanggar hukum. Hal ini
mencerminkan adanya kekosongan hukum (rechtvacuum) yang cukup
serius di tingkat daerah serta kurangnya inisiatif strategis dari
pemerintah daerah dalam merespons permasalahan yang menyangkut
keselamatan publik dan kelestarian lingkungan.

Solusi hukum yang paling ideal dan relevan untuk mengatur
pemasangan jebakan tikus beraliran listrik di Kabupaten Ngawi adalah
melalui  pembentukan regulasi daerah yang bersifat khusus,
komprehensif, dan mengikat. Regulasi tersebut bisa dalam bentuk
Peraturan Daerah (Perda) atau bahkan Peraturan Desa (Perdes). Di
dalamnya, perlu diatur secara jelas mengenai larangan penggunaan
jebakan listrik yang tidak sesuai standar keselamatan, sanksi
administratif hingga pidana bagi pelanggaran, serta ketentuan mengenai
metode alternatif pengendalian hama yang lebih aman, seperti
penggunaan predator alami, metode gropyokan, atau berinovasi dengan
menggunakan urine sapi. Regulasi ini juga perlu menjamin hak atas rasa
aman, perlindungan lingkungan, serta mendukung praktik pertanian
berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
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tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019

tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

B. Saran

1.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi segera mengambil Langkah
konkret dengan Menyusun dan menetapkan peraturan yang spesifik
terkait pelarangan penggunaan jebakan tikus beraliran listrik di sector
pertanian. Peraturan tersebut penting tidak hanya sebagai bentuk
penegasan hukum, tetapi juga sebagai instrument perlindungan terhadap
keselamatan warga serta keberlanjutan lingkungan pertanian.
Pemerintah Daerah juga perlu melakukan koordinasi intensif dengan
DPRD, perangkat desa, serta Lembaga teknis seperti Dinas Pertanian
dan Dinas Ketenagalistrikan untuk memastikan bahwa regulasi yang
dibentuk bersifat aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain itu, Pemerintah Daerah harus memperkuat fungsi pengawasan
seperti membentuk mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala terhadap
praktik-praktik berbahaya yang masih terjadi di lapangan.

Pemerintah Daerah dapat mewujudkan Perdes yang menyediakan
fasilitas dan insentif bagi metode pengendalian hama yang lebih ramah
lingkungan dan aman. Program penyuluhan dan pelatihan pun perlu
dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan kelompok tani, tokoh
masyarakat, dan akademisi agar solusi yang ditawarkan benar-benar
bisa diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga
dapat melaksanakan studi banding kepada desa-desa lain yang
mengalami tantangan serupa dan mengalami keberhasilan dalam
mengurangi bahkan menghilangkan praktik pemasangan jebakan listrik
tersebut dalam implementasi Perda dalam ranah pelatihan, bimbingan

teknis, dan keterampilan masyarakat setempat.
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